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PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAI'

MADRASNI IBTIDAIYAH IRSYADUSH SHIBYAI{ 02 I{ABUPATEN TULUNGAGT'NG

PROVI$SI JAWA TIMUR

DENGAI{ RAHMAT TUHAN YAI{G MAIIA ESA

KEpALA KAI{ToR IIIILAYAII KEMEIuTEflIAN AGAMA PROVIITSI JAWA TIMUR,

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dala?n rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasahyangbermutu,perlumemberikankesempatan
masyarakat *""t"t.,i organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakanmadrasahsesuaidenganstandarnasional
pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izil operasional/pendirian madrasah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah

habis;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyarat-a.n perpanjangan izin
p"n,lirirn/operasional mad.rasah berdasarkan Rekomendasi

iart i(epala Kantor Ke,renterian Agama KABUPATBN

TULUNGAGUNGNomoT:Kd.15.4/LIKS'02/684/2A16
Tanggal6 APril 2O16;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a hurui b d.an huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan lzin
pendirian/operasional MADRASAH IBTIDAIYAH
IRSYADUSH SHIBYAN 02 KABUPATEN TULUNGAGUNG
Provinsi Jawa Timur.

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Penclidikah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomorr,'41, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44961 Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikal (lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20fS Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



3.

4.

PeraturanPemerintahNomor4STahun2003tentang
p""a""",,pendidikan(LembaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan trmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor a86a\;

Peraturan Pemerintah Nomor L7 Tahun 20IO tentang
p""gliof.rn d'an Penyelenggal'aan Pendidikan (Lembaran

*egil Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23' Tambahan

Lembarar\ N"g"i" Republik Ind'onesia Nomor 5150)

-"t"gri*,io, tcurr cliubnh rlengan peraturan Pemerint.al-t

Nom6r 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun ZO|O tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendid'ikan (Lembaran Negara Republik

lnd.onesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan kmbaran
Negara Republik Inilonesia Nomor 5157);

peraturan M6nteri Pendirlikan Nasional Nomor 24 Tahun '2007

tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah

Or".tl"frfa"drasal. lbtidaiyah, Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah AliYah;

peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 201CI

l""t""g standar pelayanan Minimal pendidikan di

faUupiten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

fvfentiri pendidikan dln Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2Ol3

i""t""S perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan

Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

7, Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
penyelenggaraan peni.id.ikan Madrasah, sebagaimana telah

diubair <lerrgan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
,2OL6 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama

Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Madrasah;

g. Keputusal Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385

Tahun 21t41"rrt .ng Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah

Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan lslam Nomor 5885

Tahun2015tentangPetunjukTeknisPerpanjanganlzirl
pendirial Madrasah, 

-Penerbiian Surat Keputusan Pelgganti
Izi:r Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan surat
Keterangan Kerusakan D okum en lzin Pendirian Madrasah;

5.

6.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

;

KEPUTUSAN KEPAL,A KANTOR WILAYAH KEMENTERI.AN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAI{ IBTIDATYAH IRSYADUSH SHIBYAN 02 KABUPATEN
TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR.

Memberikan foerpanjangan izin pendirian/operasional madrasah
kepada madrD.sah sebagaimana tercantum dairam Lampiran yang
mempakan bagian Lidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemberian izin operasional sebagaimana dimak"r6 6alam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggariin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoa{o
pada tanggai 30 Mei 2AL7

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA

NSI JAWA TIMUR,

r,AIr;rrT fr:

I



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3025 TAHUN 2OL7
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASiONAI,
MADRASAH IBTIDA1YAH IRSYADUSH

. SHIBYAN 02 KABUPATEN TULUNGAGUNG
. PROVINSI JAWA TiMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

KANTOR WILAYAI{
RIAN AGAMA
JAWA TIMUR,

iJ

1 Nnma Madrasalt IRSYADUSH SHIBYAN 02

2 Nomor Statistik Madrasah 1 1 1235040068

3 Alamat Madrasah DSN. BANGUNSARI, RT.Ol RW.O9

DESA SUKOREJO WETAN

KECAMATAN REJOTANGAN

KABUPATEN TULUNGAGUNG

PROVINSI JAWA TIMUR

4 Nama Organisasi Penyelenggar q YYS IRSYADUSH SHIBYAN

5 Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

NO. 21, NURWANTI WAKIDAH, S.H., M.Kn

6 Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

AHU-0023 246. ALt .O 1. o4.TAHUN 20 16 /
02 MEr 2016
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